
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR ^ 5 ; TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI , SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA 
K E R J A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN 

PENGEMBANGAN D A E R A H KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 , 
kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta 
ta ta kerja Perangkat Daerah d ia tur lebih lan jut dengan 
Peraturan Bupa t i ; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud pada h u r u f a diatas, maka per lu menetapkan 
Peraturan Bupa t i tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 
Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Pacitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 

2. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 T a h u n 2019 Lembaran Negara T a h u n 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 



4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2016 Nomor 4) sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 
9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS 
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA 
K E R J A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH 
KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. 
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah. 
6. Un i t Pelaksana Teknis Badan selanjutnya dis ingkat UPT Badan adalah Un i t 

Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 
Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 2 

(1) Badan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Bupat i mela lu i 
Sekrataris Daerah. 

(2) Badan d ip imp in oleh Kepala Badan. 

Pasal 3 

Badan mempunya i tugas memban tu Bupa t i melaksanakan fungsi penunjang 
u r u s a n pemer intahan bidang perencanaan, penel i t ian dan pengembangan serta 
tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 



P a s a l 4 

Badan da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 3, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebi jakan teknis , d u k u n g a n teknis , pemantauan, evaluasi, 

pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, 
pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; 

b. penyusunan kebi jakan teknis , d u k u n g a n teknis , pemantauan, evaluasi, 
pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi pemer intahan dan 
pembangunan daerah; 

c. penyusunan kebi jakan teknis , d u k u n g a n teknis , pemantauan, evaluasi, 
pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi perekonomian, sumber 
daya alam, in f ras t ruk tur , dan kewi layahan; 

d. penyusunan kebi jakan teknis , d u k u n g a n teknis , pemantauan, evaluasi, 
pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi penel i t ian dan 
pengembangan; dan 

e. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Bupa t i sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisai 

Pasal 5 

Susunan organisasi Badan terd i r i dar i : 
a. Sekretariat; 
b. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 
c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ; 
d. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r a s t ruk tu r dan Kewilayahan; 
e. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan 
f. UPT Badan. 

BAB I I I 
S E K R E T A R I A T 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 6 

(1) Sekretariat berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
(2) Sekretariat d ip imp in oleh Sekretaris. 

Pasal 7 

Sekretariat mempunya i tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan 
kegiatan, pembinaan dan pemberian d u k u n g a n pelayanan admin is t ra t i f kepada 
se luruh u n i t organisasi d i l ingkungan Badan yang me l iput i U m u m dan 
Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan. 



Pasal 8 

Sekretariat da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 7, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian kegiatan d i Badan; 
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran d i 

Badan; 
c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan, rencana 

pembangunan j angka panjang daerah, rencana pembangunan jangka 
menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah; 

d. penyusunan kerangka regulasi da lam perencanaan pembangunan pada 
Badan; 

e. pembinaan dan pemberian d u k u n g a n admin is t ras i yang me l iput i 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, 
h u b u n g a n masyarakat, arsip, dan dokumentas i Badan; 

f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
g. penyelenggaraan pengelolaan barang m i l i k Daerah dan layanan pengadaan 

barang/jasa d i l ingkup Badan; 
h . pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan peni laian atas 

capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja 
pengadaan barang/jasa pada Badan; dan 

i . pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 9 

Sekretariat, t e rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Keuangan; dan 
c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 10 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat yang terka i t dengan u m u m dan kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran; 
b. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan r u m a h tangga; 
c. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan 

barang m i l i k daerah; 
d. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan 

kearsipan; 
e. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kebumasan dan 

protokol ; 



f. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian; 
g. memfasi l i tasi pembinaan j aba tan fungsional dan evaluasi kinerja 

Aparatur Sipi l Negara; dan 
b. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleb Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Keuangan 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian Keuangan berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Keuangan d ip imp in oleb Kepala Sub Bagian. 

Pasal 13 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretariat yang terka i t dengan keuangan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. mengelola dan meny iapkan baban pelaksanaan penatausabaan 

keuangan, me l iput i penyiapan dan pengelolaan adminis t ras i keuangan; 
b. mengelola dan meny iapkan baban pelaksanaan u rusan akuntans i dan 

pelaporan keuangan; 
c. mengelola baban tanggapan pemeriksaan; dan 
d. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Program, Eb^luas i dan Pelaporan 

Pasal 14 

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan berada d i bawab dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan d ip imp in oleb Kepala Sub 
Bagian. 

Pasal 15 

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkai t dengan Program, 
Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; 
b. me lakukan pemantauan dan evaluasi berkala; 
c. me lakukan pengelolaan data; 
d. me lakukan penyusunan laporan kinerja; dan 
e. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 



BAB IV 
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 16 

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerab 
berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerab 
d ip imp in oleb Kepada Bidang. 

Pasal 17 

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerab 
melaksanakan sebagian tugas Badan yang me l i pu t i perencanaan dan 
pendanaan, data dan informasi , dan pengendalian evaluasi dan pelaporan. 

Pasal 18 

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerab dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan teknis , pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i teknis penyelenggaraan 
perencanaan dan pendanaan; 

b. perumusan kebi jakan teknis , pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 
dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i teknis penyelenggaraan data 
dan informasi ; 

c. pe rumusan kebi jakan teknis, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 
dan pelaporan, serta pelaksanaan adminis t ras i teknis penyelenggaraan 
pengendalian evaluasi dan pelaporan; dan 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleb Kepala Badan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 19 

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerab terd ir i 
dar i : 
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; 
b. Sub Bidang Data dan Informasi ; dan 
c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan 

Pasal 2 0 

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan berada d i bawab dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerab. 



(2) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 21 

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerab yang terka i t dengan perencanaan dan pendanaan 
pembangunan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyiapkan penyusunan baban kerangka regulasi da lam perencanaan 

pembangunan daerab; 
b. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, Rencana 
Kerja Pembangunan Daerab; 

c. me lakukan koordinasi dan s inkronisasi analisis perencanaan dan 
pendanaan pembangunan daerab; 

d. me lakukan koordinasi pagu ind ika t i f pembangunan daerab; 
e. me lakukan koordinasi dan s inkronisas i kebi jakan sektoral dan 

kewi layaban dalam penentuan lokasi pr ior i tas d i daerab; 
f. me lakukan konsul tas i pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan 

m a u p u n ter tu l is ; 
g. meny iapkan baban kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerab terkai t penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, 
Rencana Kerja Pembangunan Daerab; 

b. melaksanakan koordinasi , konsul tas i , dan s inkronisasi dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengab Daerab, dan Rencana Kerja 
Pembangunan Daerab kepada Pemerintab Pusat, Provinsi, dan 
Kabupaten / Kota la in ; 

i . membuat laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 
baban evaluasi; dan 

j . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Data dan Informasi 

Pasal 22 

(1) Sub Bidang Data dan Informasi berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerab. 

(2) Sub Bidang Data dan Informasi d i p imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 23 

(1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerab yang terka i t dengan data dan informasi . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan pengumpulan data dan informasi u n t u k perencanaan 

pembangunan daerab; 
b. mengelola data sesuai j en isnya sebagai baban penyusunan rencana 

pembangunan daerab; 



c. menyaj ikan data pembangunan daerab sesuai k ebu tuban sebagai 
baban informasi ; 

d. me lakukan pengamanan data perencanaan pembangunan daerab; 
e. me lakukan analisis data bas i l evaluasi pembangunan daerab sebagai 

baban penyusunan pelaporan; 
f. memfasi l i tasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerab; 
g. menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

baban evaluasi; dan 
b. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bidang Pengendalian, Ebraluasi dan Pelaporan 

Pasal 24 

(1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan berada di bawab dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerab. 

(2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan d ip imp in oleb Kepala Sub 
Bidang. 

Pasal 25 

(1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerab yang terka i t dengan pengendalian, evaluasi 
dan pelaporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l ipu t i : 
a. mengb impun baban kebi jakan teknis sistem evaluasi pembangunan 

daerab sesuai k e b u t u b a n sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. meny iapkan baban pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, 

pengendalian dan pelaporan kegiatan terbadap pengendalian, 
perumusan kebi jakan perencanaan dan evaluasi terbadap basi l 
rencana pembangunan daerab; 

c. me lakukan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas 
capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerab; 

d. melaksanakan pengendalian mela lui pemantauan, supervisi dan t indak 
lan jut penyimpangan terbadap pencapaian tu juan agar program dan 
kegiatan sesuai dengan kebi jakan pembangunan daerab; 

e. menyusun laporan dan mengoordinasikan basi l evaluasi pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerab; 

f. men indak lan ju t i basi l evaluasi pelaporan dan melaksanakan 
pengendalian perencanaan pembangunan daerab; 

g. menyusun laporan basi l pelaksanaan pembangunan daerab secara 
periodik sebagai baban evaluasi; 

b. membuat laporan bas i l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 
baban evaluasi; dan 

i . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 



BAB V 
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 

Pasal 26 

(1) Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia berada d i bawab dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manus ia d ip imp in oleb Kepada 
Bidang. 

Pasal 2 7 

Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia melaksanakan sebagian tugas 
Badan yang mendukung penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan, 
pembangunan manusia , dan kesejahteraan masyarakat. 

Pasal 28 

Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manus ia da lam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan teknis , pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i teknis penyelenggaraan 
fungsi penunjang pemer intahan; 

b. pe rumusan kebi jakan teknis, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 
dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i teknis penyelenggaraan 
fungsi penunjang pembangunan manusia ; 

c. pe rumusan kebi jakan teknis , pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 
dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i teknis penyelenggaraan 
fungsi penunjang kesejahteraan masyarakat; 

d. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleb Kepala Badan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 29 

Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manus ia terd i r i dar i : 
a. Sub Bidang Pemerintahan; 
b. Sub Bidang Pembangunan Manusia ; dan 
c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Pemerintahan 

Pasal 3 0 

(1) Sub Bidang Pemerintahan berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 

(2) Sub Bidang Pemerintahan d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 31 

(1) Sub Bidang Pemerintahan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkait dengan 
bidang pemer intahan. 



Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerab urusan 

Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerab, 
Sekretariat Daerab, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerab, 
Bidang Kesatuan Bangsa dan Polit ik; dan Kecamatan; 

b. me lakukan veri f ikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat 
daerab u r u s a n Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, 
Inspektorat Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerab, b idang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan; 

c. meny iapkan baban Musyawarab Perencanaan Pembangunan Daerab 
u r u s a n Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat 
Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerab, Bidang Kesatuan Bangsa dan Polit ik; dan Kecamatan; 

d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan barmonisas i perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan 
desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerab, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan 
Kecamatan; 

e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Sosial, 
Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat 
Daerab, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerab, Bidang 
Kesatuan Bangsa dan Polit ik, dan Kecamatan; 

f. meny iapkan baban kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerab terkai t penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, 
Rencana Kerja Pembangunan Daerab urusanSosia l , Pemberdayaan 
Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat Daerab, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerab, Bidang Kesatuan Bangsa 
dan Polit ik, dan Kecamatan; 

g. meny iapkan baban Kesepgikatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerab terka i t Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab urusan 
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerab, 
Sekretariat Daerab, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerab, 
Bidang Kesatuan Bangsa dan Polit ik, dan Kecamatan; 

b. Merencanakan sinergitas dan barmonisas i kegiatan urusan Sosial, 
Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat 
Daerab, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerab, Bidang 
Kesatuan Bangsa dan Polit ik, dan Kecamatan; 

i . merencanakan d u k u n g a n pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi u n t u k 
u rusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat 
Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerab, Bidang Kesatuan Bangsa dan Polit ik, dan Kecamatan; 

j . merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerab d i b idang pembangunan u n t u k u r u s a n Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat Daerab, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerab, Bidang Kesatuan Bangsa 
dan Polit ik, dan Kecamatan; 

k. merencanakan pengendalian dan moni to r ing pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan 
desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerab, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan 
Kecamatan; 



1. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan 
desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerab, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan 
Kecamatan; 

m. merencanakan dan menyusunan valuasi dan pelaporan basi l 
pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerab, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan 
Kecamatan; 

n . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan 
m a u p u n ter tu l is ; dan 

o. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Pembangunan Manusia 

Pasal 32 

Sub Bidang Pembangunan Manusia berada d i bawab dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pemerintaban dan Pembangunan Manusia. 
Sub Bidang Pembangunan Manus ia d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 33 

Sub Bidang Pembangunan Manus ia mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Pemerintaban dan Pembangunan Manusia yang 
terkai t dengan bidang pembangunan manusia . 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerab urusan 

Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, 
Sub u r u s a n Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub urusan 
Pemadam Kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 

b. me lakukan verif ikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat 
daerab u r u s a n Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, 
Perencanaan, Sub u r u s a n Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub 
u rusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 

c. menyiapkan baban Musyawarab Perencanaan Pembangunan Daerab 
u rusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, 
Perencanaan, Sub u r u s a n Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub 
u r u s a n Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 

d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan barmonisas i perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, 
fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian 
dan Pengembangan, Perencanaan, Sub u rusan Ketenteraman dan 
Ketert iban U m u m , sub u r u s a n Pemadam kebakaran, dan 
Penanggulangan Bencana Daerab; 



e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada u rusan 
Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, 
Sub u rusan Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub u rusan 
Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 

f. meny iapkan baban kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rak>'at 
Daerab terka i t penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, 
Rencana Kerja Pembangunan Daerab u rusan Pendidikan, 
Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatiban, Penelit ian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub 
u rusan Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub u rusan Pemadam 
kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 

g. meny iapkan baban Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerab terka i t Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab urusan 
Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, 
Sub u r u s a n Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub urusan 
Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 

b. merencanakan sinergitas dan barmonisas i kegiatan urusan 
Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, 
Sub u r u s a n Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub u rusan 
Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 

i . merencanakan d u k u n g a n pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi u n t u k 
u r u s a n Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, 
Perencanaan, Sub u r u s a n Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub 
u rusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 

j . merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerab d i b idang pembangunan u n t u k u rusan Pendidikan, 
Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub 
u rusan Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub u rusan Pemadam 
kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 

k. merencanakan pengendalian dan mon i to r ing pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, 
fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian 
dan Pengembangan, Perencanaan, Sub u r u s a n Ketenteraman dan 
Ketert iban U m u m , sub u r u s a n Pemadam kebakaran, dan 
Penanggulangan Bencana Daerab; 

1. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, 
fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian 
dan Pengembangan, Perencanaan, Sub u rusan Ketenteraman dan 
Ketert iban U m u m , sub u rusan Pemadam kebakaran, dan 
Penanggulangan Bencana Daerab; 

m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan basi l 
pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, 
fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian 
dan Pengembangan, Perencanaan, Sub u rusan Ketenteraman dan 
Ketert iban U m u m , sub u rusan Pemadam kebakaran, dan 
Penanggulangan Bencana Daerab; 

n . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan 
m a u p u n ter tu l is ; dan 



melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 34 

(1) Sub Bidang Kesejabteraan Rakyat berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala B idang Pemerintaban dan Pembangunan Manusia. 

(2) Sub Bidang Kesejabteraan Rakyat d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 35 

(1) Sub Bidang Kesejabteraan Rakyat mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Pemerintaban dan Pembangunan Manusia yang 
terkai t dengan bidang kesejabteraan rakyat . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerab u rusan 

kesebatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak, dan Administras i 
Kependudukan dan Pencatatan Sipi l ; 

b. me lakukan verif ikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat 
daerab u r u s a n kesebatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perl indungan Anak, dan 
Administras i Kependudukan dan Pencatatan Sipi l ; 

c. meny iapkan baban Musyawarab Perencanaan Pembangunan Daerab 
u rusan kesebatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak, dan Administras i 
Kependudukan dan Pencatatan Sipi l ; 

d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan barmonisas i perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n kesebatan, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perl indungan 
Anak, dan Adminis t ras i Kependudukan dan Pencatatan Sipi l ; 

e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada u rusan 
kesebatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak, dan Administras i 
Kependudukan dan Pencatatan Sipi l ; 

f. meny iapkan baban kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerab terkai t penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, 
Rencana Kerja Pembangunan Daerab u r u s a n kesebatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perl indungan Anak, dan Admin is t ras i Kependudukan dan Pencatatan 
Sipi l ; 

g. menyiapkan baban Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerab terkai t Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab u rusan 
kesebatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak, dan Adminis t ras i 
Kependudukan dan Pencatatan Sipi l ; 



h . merencanakan sinergitas dan barmonisas i kegiatan u rusan kesebatan, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Per l indungan Anak, dan Adminis t ras i Kependudukan 
dan Pencatatan Sipi l ; 

i . merencanakan d u k u n g a n pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi u n t u k 
u r u s a n kesebatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak, dan Administras i 
Kependudukan dan Pencatatan Sipi l ; 

j . merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerab d i b idang pembangunan u n t u k u rusan kesebatan, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Per l indungan Anak, dan Adminis t ras i Kependudukan 
dan Pencatatan Sipi l ; 

k. merencanakan pengendalian dan mon i to r ing pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n kesebatan, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perl indungan 
Anak, dan adminis t ras i kependudukan dan pencatatan sipi l ; 

1. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerab u rusan kesebatan, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perl indungan 
Anak, dan Adminis t ras i Kependudukan dan Pencatatan Sipi l ; 

m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan basi l 
pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n kesebatan, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan 
Anak, dan Adminis t ras i Kependudukan dan Pencatatan Sipi l ; 

n . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan 
m a u p u n ter tu l is ; dan 

o. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 

BAB VI 
BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR, 

DAN KEWILAYAHAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 36 

(1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In fas t ruktur , dan Kewilayaban 
berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In fas t ruktur , dan Kewilayaban 
d ip imp in oleb Kepada Bidang. 

Pasal 3 7 

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In fas t ruktur , dan Kewilayaban 
melaksanakan sebagian tugas Badan yang me l ipu t i perekonomian, sumber daya 
a lam, in fas t ruk tur , dan kewi layaban. 



Pasal 38 

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In fas t ruk tur , dan Kewilayaban dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 37, menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan teknis, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i teknis penyelenggaraan 
perekonomian; 

b. perumusan kebi jakan teknis, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 
dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i teknis penyelenggaraan 
sumber daya a lam; 

c. pe rumusan kebi jakan teknis, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 
dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i teknis penyelenggaraan 
in f r as t ruk tu r dan kewilayaban; 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleb Kepala Badan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 39 

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r a s t ruk tu r dan Kewilayaban terd i r i 
dar i : 
a. Sub Bidang Perekonomian; 
b. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan 
c. Sub Bidang In f ras t ruk tur dan Kewilayaban. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Perekonomian 

Pasal 40 

(1) Sub Bidang Perekonomian berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r as t ruk tur dan 
Kewilayaban. 

(2) Sub Bidang Perekonomian d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 41 

(1) Sub Bidang Perekonomian mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r a s t ruk tu r dan Kewilayaban 
yang terkai t dengan perekonomian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerab urusan 

Per industr ian dan Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, 
Tenaga Kerja, Transmigrasi , Penanaman Modal, Energi Sumber Daya 
Mineral , Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

b. me lakukan verif ikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat 
daerab u r u s a n Per industr ian dan Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil 
dan Menengab, Tenaga Kerja, Transmigrasi , Penanaman Modal, Energi 
Sumber Daya Mineral , Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, 
Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset; 



menyiapkan bahan Musyawarab Perencanaan Pembangunan Daerab 
u r u s a n Per industr ian dan Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil dan 
Menengab, Tenaga Kerja, Transmigrasi , Penanaman Modal, Energi 
Sumber Daya Mineral , Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, 
Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset; 
merencanakan pelaksanaan sinergitas dan barmonisasi perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Per industr ian dan Perdagangan, 
Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, Tenaga Kerja, Transmigrasi , 
Penanaman Modal , Energi Sumber Daya Mineral , Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset; 
menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada u r u s a n 
Per industr ian dan Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, 
Tenaga Kerja, Transmigrasi , Penanaman Modal, Energi Sumber Daya 
Mineral , Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset; 
menyiapkan baban kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerab terka i t penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, 
RencanaKerja Pembangunan Daerab u rusan Per industr ian dan 
Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, Tenaga Kerja, 
Transmigrasi , Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral , 
Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan 
PengelolaanKeuangan dan Aset; 
meny iapkan baban Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerab terkai t Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab urusan 
Per industr ian dan Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, 
Tenaga Kerja, Transmigrasi , Penanaman Modal, Energi Sumber Daya 
Mineral , Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset; 
merencanakan sinergitas dan barmonisas i kegiatan urusan 
Per industr ian dan Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, 
Tenaga Kerja, Transmigrasi , Penanaman Modal, Energi Sumber Daya 
Mineral , Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset; 
merencanakan d u k u n g a n pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi u n t u k 
u rusan Per industr ian dan Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil dan 
Menengab, Tenaga Kerja, Transmigrasi , Penanaman Modal, Energi 
Sumber Daya Mineral , Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, 
Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset; 
merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerab d i b idang pembangunan u n t u k urusan Per industr ian dan 
Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, Tenaga Kerja, 
Transmigrasi , Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral , 
Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset; 
merencanakan pengendalian dan mon i to r ing pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Per industr ian dan Perdagangan, 
Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, Tenaga Kerja, Transmigrasi , 
Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral , Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan PengelolaanKeuangan 
dan Aset; 



1. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Per industr ian dan Perdagangan, 
Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, Tenaga Kerja, Transmigrasi , 
Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral , Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset; 

m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan basi l 
pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Per industr ian dan Perdagangan, 
Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, Tenaga Kerja, Transmigrasi , 
Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral , Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset; 

n. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan 
m a u p u n ter tu l is ; dan 

o. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Sumber Daya Alam 

Pasal 42 

Sub Bidang Sumber Daya A lam berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r as t ruk tur dan 
Kewilayaban. 
Sub Bidang Sumber Daya A lam d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 43 

Sub Bidang Sumber Daya A lam mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r a s t ruk tu r dan 
Kewilayaban yang terka i t dengan Sumber Daya Alam. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerab urusan 

Pertanian, Pangan, dan Ke lautan dan Perikanan; 
b. me lakukan verif ikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja Perangkat 

Daerab u r u s a n Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan; 
c. Menyiapkan baban Musyawarab Perencanaan Pembangunan Daerab 

u r u s a n Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan; 
d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan barmonisas i perencanaan 

pembangunan daerab u r u s a n Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan 
Perikanan; 

e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada u rusan 
Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan; 

f. meny iapkan baban kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakjat 
Daerab terka i t penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, 
Rencana Kerja Pembangunan Daerab u rusan Pertanian, Pangan, dan 
Kelautan dan Perikanan; 

g. meny iapkan baban Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerab terkai t Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab urusan 
Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan; 

b. merencanakan sinergitas dan barmonisas i kegiatan u rusan Pertanian, 
Pangan, dan Kelautan dan Perikanan; 



i . merencanakan d u k u n g a n pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi u n t u k 
u r u s a n Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan; 

j . merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerab d i b idang pembangunan u n t u k u r u s a n Pertanian, Pangan, dan 
Kelautan dan Perikanan; 

k. merencanakan pengendalian dan mon i to r ing pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan 
Perikanan; 

1. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan 
Perikanan; 

m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan basi l 
pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan 
Perikanan; dan 

n . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan 
m a u p u n ter tu l is ; 

o. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bidang Infrastruktur dan Kewi layahan 

Pasal 44 

(1) Sub Bidang In f ras t ruk tur dan Kewilayaban berada di bawab dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya 
Alam, In f r as t ruk tur dan Kewilayaban. 

(2) Sub Bidang In f ras t ruk tur dan Kewilayaban d ip imp in oleb Kepala Sub 
Bidang. 

Pasal 45 

(1) Sub Bidang In f r a s t ruk tu r dan Kewilayaban mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, 
In f ras t ruk tur dan Kewilayaban yang terka i t dengan In f ras t ruk tur dan 
Kewilayaban. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerab urusan 

Pekerjaan U m u m dan Penataan Rucing, Perumaban Kawasan 
Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan Informat ika, 
Stat ist ik, Persandian, dan L ingkungan H idup ; 

b. me lakukan verif ikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat 
daerab u r u s a n Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, Perumaban 
Kawasan Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan 
In format ika, Stat ist ik , Persandian, dan L ingkungan Hidup; 

c. meny iapkan baban Musyawarab Perencanaan Pembangunan Daerab 
u rusan Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, Perumaban Kawasan 
Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan Informat ika, 
Stat ist ik, Persandian, dan L ingkungan H idup ; 

d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan barmonisas i perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, 
Perumaban Kawasan Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, 
Komunikas i dan In format ika, Stat ist ik, Persandian, dan Lingkungan 
Hidup; 



e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada u rusan 
Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, Perumaban Kawasan 
Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan Informat ika, 
Stat ist ik , Persandian, dan L ingkungan H idup ; 

f. meny iapkan baban kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerab terka i t penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, 
Rencana Kerja Pembangunan Daerab u r u s a n Pekerjaan U m u m dan 
Penataan Ruang, Perumaban Kawasan Permukiman, Pertanaban, 
Perbubungan, Komunikas i dan In format ika , Stat ist ik, Persandian, dan 
L ingkungan Hidup; 

g. meny iapkan baban Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerab terkai t Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab urusan 
Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, Perumaban Kawasan 
Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan Informat ika, 
Stat ist ik, Persandian, dan L ingkungan H idup ; 

b. merencanakan sinergitas dan barmonisas i kegiatan u r u s a n Pekerjaan 
U m u m dan Penataan Ruang, Perumaban Kawasan Permukiman, 
Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan Informat ika, Stat ist ik, 
Persandian, dan L ingkungan H idup ; 

i . merencanakan d u k u n g a n pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi u n t u k 
u r u s a n Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, Perumaban Kawasan 
Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan Informat ika, 
Stat ist ik, Persandian, dan L ingkungan H idup ; 

j . merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerab d i b idang pembangunan u n t u k u r u s a n Pekerjaan U m u m dan 
Penataan Ruang, Perumaban Kawasan Permukiman, Pertanaban, 
Perbubungan, Komunikas i dan In format ika , Stat ist ik, Persandian, dan 
L ingkungan Hidup; 

k. merencanakan pengendalian dan mon i to r ing pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, 
Perumaban Kawasan Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, 
Komunikas i dan In format ika , Stat ist ik, Persandian, dan L ingkungan 
H idup ; 

1. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, 
Perumaban Kawasan Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, 
Komunikas i dan In format ika, Stat ist ik , Persandian, dan L ingkungan 
H idup ; 

m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan basi l 
pelaksanaan tugassecara berkala atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n PekerjaanUmum dan Penataan Ruang, 
Perumaban Kawasan Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, 
Komunikas i dan In format ika , Stat ist ik, Persandian, dan L ingkungan 
Hidup; 

n . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan 
m a u p u n ter tu l is ; dan 

o. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 



BAB VI I 
BIDANG PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN 

Bagian Kesa tu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 46 

(1) Bidang Penelitian Dan Pengembangan berada d i bawab dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Penelit ian Dan Pengembangan d ip imp in oleb Kepada Bidang. 

Pasal 4 7 

Bidang Penelitian Dan Pengembangan melaksanakan sebagian tugas Badan yang 
me l iput i penel i t ian dan pengembangan sosial dan pemerintaban, ekonomi dan 
pembangunan, dan inovasi dan teknologi. 

Pasal 48 

Bidang Penelitian Dan Pengembangan da lam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan teknis , pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i teknis penyelenggaraan 
penel i t ian dan pengembangan sosial dan pemer intaban; 

b. pe rumusan kebi jakan teknis , pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 
dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i teknis penyelenggaraan 
penel i t ian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan; 

c. pe rumusan kebi jakan teknis , pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 
dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i teknis penyelenggaraan 
penel i t ian dan pengembangan inovasi dan teknologi; dan 

d. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleb Kepala Badan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 49 

Bidang Penelitian dan Pengembangan terd i r i dar i : 
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintaban; 
b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan 
c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Penelit ian dan Pengembangan Sosia l dan Pemerintahan 

Pasal 50 

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintaban berada 
d i bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan 
Pengembangan; 

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintaban 
d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 



Pasal 51 

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintaban 
mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan 
Pengembangan, yang terka i t dengan Penelitian dan Pengembangan Sosial 
dan Pemerintaban. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan baban perumusan kebi jakan dan fasil itasi serta evaluasi 

pelaksanaan kegiatan penel i t ian dan pengembangan d i b idang sosial 
dan budaya, me l ipu t i aspek-aspek sosial, pendid ikan, kebudayaan, 
kepemudaan dan olab raga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan 
per l indungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 
dan kesebatan; 

b. me lakukan penyiapan baban perumusan kebi jakan dan fasil itasi, serta 
evaluasi pelaksanaan kegiatan penel i t ian dan pengembangan d i bidang 
kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, me l iput i aspek-
aspek admin is t ras i kependudukan dan pencatatan sipi l , t ransmigrasi , 
tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat; 

c. me lakukan penyiapan baban perumusan kebi jakan, fasil itasi dan 
evaluasi pelaksanaan kegiatan penel i t ian dan pengembangan dib idang 
penyelenggaraan pemer intaban, me l ipu t i aspek-aspek otonomi 
daerab, pemer intaban u m u m , kelembagaan,ketatalaksanaan, aparatur, 
reformasi b i rokras i , ketenteraman, ketert iban u m u m dan per l indungan 
masyarakat, penyiapan baban perumusan rekomendasi atas rencana 
penetapan pera turan ba ru dan/atau evaluasi terbadap pelaksanaan 
peraturan, me lakukan pengelolaan data kel i tbangan dan peraturan, 
sertaf fasi l itasi pemberian rekomendasi penel i t ian bagi warga negara 
asing u n t u k d i te rb i tkannya iz in penel i t ian oleb instans i yang 
berwenang; dan 

d. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai 
dengantugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Penelit ian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan 

Ekonomi dan Pembangunan 

Pasal 52 

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan 
berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian 
dan Pengembangan; 
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan 
d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 53 

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan 
mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan 
Pengembangan, yang terka i t dengan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi 
dan Pembangunan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan penyiapan baban perumusan kebi jakan dan fasil itasi serta 

evaluasi pelaksanaan kegiatan penel i t ian dan pengembangan dib idang 
ekonomi, me l iput i aspek-aspek penanaman modal , koperasi, usaba 
keci l dan menengab, per indust r ian , perdagangan, dan Badan Usaba 
M i l i k Daerab; 



b. me lakukan penyiapan baban perumusan kebi jakan dan fasil itasi serta 
evaluasi pelaksanaan kegiatan penel i t ian dan pengembangan dib idang 
sumber daya a lam dan l ingkungan b idup , me l iput i aspek-aspek 
pangan, pertanian, ke lautan dan per ikanan, l ingkungan b idup , 
kebutanan , energi dan sumberdaya minera l , dan perkebunan; 

c. me lakukan penyiapan baban perumusan kebi jakan dan fasilitasi,serta 
evaluasi pelaksanaan kegiatan penel i t ian dan pengembangan dib idang 
pengembangan wi layab, fisik dan prasarana, me l iput i aspek-aspek 
perumaban dan kawasan pe rmuk iman , penataan ruang,pertanaban, 
pekerjaan u m u m , perbubungan , k o m u n i k a s i dan in format ika ; 

d. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bidang Penelit ian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi 

Pasal 54 

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi berada d i 
bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan 
Pengembangan; 

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi d ip imp in 
oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 55 

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi 
mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan 
Pengembangan, yang terka i t dengan Penelitian dan Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan penyiapan baban perumusan kebi jakan dan fasil itasi serta 

evaluasi pelaksanaan kegiatan penel i t ian, pengembangan, dan 
perekayasaan d i b idang inovasi dan teknologi; 

b. me lakukan penyiapan baban perumusan kebi jakan dan fasilitas serta 
evaluasi pelaksanaan kegiatan u j i coba dan penerapan rencana 
bangun/model repl ikasi dan invensi d i b idang di fusi inovasi dan 
penerapan teknologi; 

c. me lakukan penyiapan baban perumusan kebi jakan terka i t jenis, 
prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintaban Daerab yang 
bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi 
basi l -basi l ke l i tbangan, serta fasi l itasi Hak Kekayaan Inte lektual ; dan 

d. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

BAB VI I I 

K E L O M P O K JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 56 
(1) Pejabat fungsional be rkedudukan dibawab dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada pejabat p imp inan t inggi pratama, pejabat administrator , 
a tau pejabat pengawas yang memi l i k i keterka i tan dengan pelaksanaan 
tugas Jabatan Fungsional (JF). 

(2) Pejabat fungsional memi l i k i tugas member ikan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keabl ian dan keterampi lan te r tentu . 



(3) Kelompok Jabatan Fungsional terd i r i dar i : 
a. pejabat fungsional keabl ian; dan 
b. pejabat fungsional ke t rampi lan . 

(4) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d ikoord in i r oleb seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k d iantara 
tenaga fungsional. 

(5) J u m l a b tenaga fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tetapkan 
sesuai k e b u t u b a n dan beban kerja. 

BAB IX 
UPT BADAN 

Pasal 5 7 

(1) Pada Badan dapat d iben tuk UPT Badan u n t u k melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang ter tentu. 

(2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta 
Tata Kerja UPT Badan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tetapkan 
dengem Peraturan Bupa t i tersendir i . 

B A B X 
TATA K E R J A 

Pasal 58 

Dalam ba l Kepala Badan berbalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala 
Badan d i laksanakan oleb Pejabat yang d i t u n j u k oleb Bupat i . 

Pasal 59 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap p imp inan u n i t kerja dan kelompok 
jaba tan fungsional wajib menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi dan 
s inkronisasi ba ik da lam l ingkungan masing-masing m a u p u n antar u n i t 
kerja d i l ingkungan organisasi perangkat daerab serta dengan instansi la in 
d i luar organisasi perangkat daerab sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap p imp inan u n i t kerja waj ib mengawasi bawabannya masing-masing 
dan b i la ter jadi penyimpangan agar mengambi l langkab- langkab yang 
d iper lukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 

(3) Setiap p imp inan u n i t kerja bertanggung jawab memimp in dan 
mengoordinasikan bawabannya masing-masing dan member ikan b imbingan 
serta pe tun juk -pe tun juk bagi pelaksanaan tugas bawaban. 

(4) Setiap p imp inan u n i t kerja waj ib meng iku t i dan mematub i pe tun juk-
pe tun juk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada wak tunya . 

(5) Setiap laporan yang d i ter ima oleb p imp inan dar i bawaban, wajib diolab dan 
d ipergunakan sebagai baban u n t u k penyusunan laporan lebib lan jut dan 
u n t u k member ikan pe tun juk -pe tun juk kepada bawaban. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 
laporan wajib d isampaikan pu l a kepada organisasi perangkat daerab la in 
yang secara fungsional mempunya i bubungan kerja. 



(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap p imp inan u n i t kerja d i ban tu oleb 
kepala u n i t kerja d i bawabnya dan dalam rangka pemberian b imbingan 
kepada bawaban masing-masing waj ib mengadakan rapat berkala. 

BAB X I 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 60 

S t r u k t u r Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 
Pengembangan Daerab Kabupaten Pacitan sebagaimana t e rcantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian yang t idak terp isabkan dar i Peraturan Bupat i 
i n i . 

BAB X I I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 61 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka Pelaksanaan tugas dan 
fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerab Kabupaten Pacitan dan 
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerab Kabupaten Pacitan tetap 
d i laksanakan oleb Pejabat yang ada dengan berpedoman pada Peraturan Bupat i 
Nomor 74 T a b u n 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerab Kabupaten Pacitan, dan Peraturan Bupat i 
Nomor 75 Tabun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan 
Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerab 
Kabupaten Pacitan, sampai dengan d i l an t iknya Pejabat yang baru berdasarkan 
Peraturan Bupa t i i n i . 

BAB X I I I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 62 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka : 
1. Peraturan B u p a t i Nomor 74 T a b u n 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerab Kabupaten Pacitan; dan 
2. Peraturan Bupa t i Nomor 75 T a b u n 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan 

Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerab Kabupaten Pacitan; 

d icabut dan d inyatakan t idak ber laku. 



Pasal 63 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal ? i - 2021 

BUPATI PACITAN 

INDRATA NUR BAYUAJI 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal ^, - 0 - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR TAHUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN, T U G A S DAN FUNGSI , SUSUNAN ORGANISASI , S E R T A TATA K E R J A BADAN PERENCANAAN, 
PEMBANGUNAN, PENEL IT IAN DAN PENGEMBANGAN D A E R A H KABUPATEN PACITAN. 

S T R U K T U R ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, P E N E L I T I A N DAN PENGEMBANGAN D A E R A H 

Bidang Perencanaan, 
Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

Sub Bidang Perencanaan 
dan Pendanaan 

Sub Bidang Data dan 
Informasi 

Sub Bidang Pengendalian 
Evaluasi dan Pelaporan 

KEPALA BADAN 

Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

Sub Bidang Pemerintahan 

Sub Bidang Pembangunan 
Manusia 

Sub Bidang Kesejahteraan 
Rakyat 

Bidang Perekonomian, Sumber 
Daya Alam, Infrastruktur dan 

Kewilayahan 

Sub Bidang Perekonomian 

Sub Bidang Sumber Daya 
Alam 

Sub Bidang Infrastruktur 
dan Kewi laya l ian 

SEKRETARIAT 

Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian 

Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Program, 
Evaluasi dan Pelaporan 

Bidang Penelitian dan 
Pengembangan 

Sub Bidang Penelitian dan 
Pengembangan Sosial dan 

Pemerintaban 

Sub Bidang Penelitian dan 
Pengembangan Ekonomi 

dan Pembangunan 

Sub Bidang Penelitian dan 
Pengembangan Inovasi dan 

Teknologi 

UPT Badan 
BUPATI PACITAN 

INDRATA NUR BAYUAJI 


